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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Desa Bandar Setia”.Latar 

belakang penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Pada Desa Bandar Setia dengan rumusan masalah apakah Akuntansi Sektor 

Publik dan Pengawas Internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas 

Internal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mencari 

pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner,dengan pendekatan asosiatif 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.Berdasarkan hasil 

pengolahan,diketahui pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal memiliki 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

secara parsial Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan Pengawas Internnal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Hasil uji 

Determinasi bahwa besarnya R Square sebesar 0,619  menunjukkan bahwa variabel 

Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal cukup mampu menjelaskan variabel 

keputusan pembelian sebesar 61,9% sedangkan sebesar 38,1% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti didalam penelitian  ini. 

 

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Pengawas Internal, Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 
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ABSTRACT 

          This thesis entitled "The Effect of Public Sector Accounting and Internal 

Supervisors on the Performance Accountability of Government Agencies in Bandar Setia 

Village." the problem of whether Public Sector Accounting and Internal Supervisors have 

a positive and significant effect partially on the Accountability of Performance of 

Government Agencies and Public Sector Accounting and Internal Supervisors have a 

positive and significant effect simultaneously on the Accountability of Performance of 

Government Agencies. Then the purpose of this study aims to find the influence of Public 

Sector Accounting and Internal Supervisors on the Performance Accountability of 

Government Agencies.The research approach used is descriptive method with data 

collection techniques using a questionnaire, with an associative approach with the 

sampling technique using purposive sampling.Based on the results of processing, it is 

known that the influence of Public Sector Accounting and Internal Supervisors has a 

significant effect simultaneously on the Performance Accountability of Government 

Agencies, partially Public Sector Accounting has a significant and positive effect on the 

Performance Accountability of Government Agencies while Internal Supervisors have no 

significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies. The result 

of the Determination test shows that the R Square is 0.619, indicating that the Public 

Sector Accounting and Internal Supervisory variables are sufficiently able to explain the 

purchasing decision variable by 61.9%, while 38.1% is explained by other variables not 

examined in this study. 

 

Keywords: Public Sector Accounting, Internal Supervisors, Performance Accountability 

of Government Agencies 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 

           Berlakunya era baru otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, perkembangan 

akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia berkembang pesat. Salah satunya 

melalui rumusan Ketetapan MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat) yaitu 

Ketetapan MPR XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang 

berkeadilan, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta 

Indonesia yang menyeimbangkan landasan hukum pusat dan daerah. undang-undang 

pengundangan fiskal Negara kesatuan republik. Keputusan Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan; Keputusan Nomor 

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32) (Undang-Undang Nomor 32 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) Sebagai dasar penyelenggaraan otonomi 

daerah. 

           Otonomi daerah adalah upaya yang bertujuan untuk memberdayakan daerah 

agar dapat mengambil keputusan daerah dengan lebih leluasa berdasarkan 

kepentingan, prioritas, dan potensi daerah dalam mengelola sumber dayanya. Sejalan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena 

mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab 

dalam rangka pengelolaan dana melalui sistem desentralisasi secara transparan, 

efektif, efektif dan bertanggung jawab.
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           Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi 

yang diterapkan pada pengelolah dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara 

dan dapertemen-dapertemen dibawahnya seperti , pemerintah daerah, BUMN,   

BUMD dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan 

swasta (Bastian, 2014). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan 

penerapan akuntansi pada sektor publik sendiri memiliki wilayah yang sangat luas 

dibandingkan dengan sektor swasta. Peranan sektor publik ini memberikan pelayanan 

publik dalam rangka memenuhui kebutuhan masyarakat. 

          Haryanto, (2017) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi 

sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik 

oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akuntansi. Pada pembahasan sektor 

publik dianggap kuarang efisien dikarenakan praktik manajemenya perlu dilakukan 

perbaikan akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, 

dan pembangunan  dan sistem pemeriksaan serta berbagai implikasi finansial atas 

kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah agar bisa mendapat kualitas yang 

baik bagi masyarakat. 

           Peraturan Mentri Dalam Negri Repblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 

Tentang Pengukuran Indeks Pengelolahan Keuangan Daerah sebagai berikut : 

a. Bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelolah keuangan daerah, perlu 

dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. 
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b. Bahwa Mentri Dalam Negri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 

keuangan daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten / kota. 

c. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b, perlu menetapkan Peraturan Mentri Dalam Negri tentang pengukuran 

indeks pengelolaan keuangan daerah. 

          Penerapan akuntabilitas pada sektor publik sangat penting guna meningkatkan 

kinerja instansi pemerintah. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor 

publik adalah pada organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama 

mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang 

ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak 

dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya “politisasi‟ atau campur 

tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan “sapi perah‟ 

oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang 

baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. 

Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi 

tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik 

adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development dari pada sebagai 

business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktek akuntansi sektor 

publik di Indonesia belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini disebabkan 

kurangnya ketaatan dan kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan yang 
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sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi inipun terjadi juga di 

instansi pemerintah daerah. 

         Hasil kerja suatu instansi pemerintah adalah melaksanakan urusan pemerintahan 

sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat dilihat 

melalui informasi tentang sistem pertanggungjawaban kinerja masing-masing instansi 

pemerintah. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan 

sebagai dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

manajemen dalam penyelengaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi. Informasi 

tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban 

sebagai penyelenggara pemerintah  Pada Desa Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang  

kepada masyarakat. 

          Pengaturan mengenai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP 

berdasarkan peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 meliputi : rencana strategis, 

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja, 

dan reviu dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintahan pusat. Akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah merupakan kebijakan strategis di Indonesia saat ini, karena 

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berdampak pada upaya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

dalam pelaksanaan misi instansi. 

          Peningkatan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah juga berdampak 

penelitihan ekstensif dibidang ekonomi dan politik. Dibidang ekonomi, perbaiki 
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akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim 

berinvestasi sambil meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik instansi 

pemerintah akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat hingga pemerintah. 

Kondisi ini menunjukkan harus ada laporan keuangan pusat dan daerah dikelola 

dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Adanya 

laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi menentukan dan 

mengadopsi pengembangan kebijakan dan perluas wilayahnya. 

         Di Indonesia, konsep akuntabilitas bukanlah hal baru. Hampir semua instansi 

pemerintah menekankan sistem akuntabilitas ini, terutama dalam menjalankan fungsi 

administrasi pemerintahan. Fenomena ini merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat 

yang mulai bergema di awal era reformasi tahun 1998.Tuntutan masyarakat ini 

muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan 

secara konsisten di setiap  kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu 

penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai 

penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara 

di Indonesia. Era reformasi membawa harapan baru bagi implementasi sistem 

akuntabilitas di Indonesia. Selain itu, banyaknya permintaan dari negara donor dan 

pemberi hibah mendukung kondisi ini yang memberikan tekanan kepada pemerintah 

Indonesia untuk memperbaiki birokrasi untuk mencapai good governance. Dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah, belum 

ada yang menjelaskan secara detail sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

yang dapat dijadikan acuan atau standar untuk laporan kinerja dan pemeriksaan 
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kinerja. Dengan tidak adanya standar yang dapat dijadikan acuan, masyarakat masih 

kesulitan dalam menilai sukses tidaknya kinerja pemerintah. 

           Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang  sistem pengendalian 

internalmenetapkan bahwa pemerintah daerah diperlukan pengendalian internal 

administrasi pemerintahah daerah. Pengendalian internal adalah untuk mendukung 

dan memperkuat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). 

Pengendalian internal dibedakan sifat pengawasan akuntansi dan adminitrasi. 

    Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan 

pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna 

menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga 

efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini 

tertuang dalam ketetapan Standar Audit – Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah 

(SA–SAFP) tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No.Kep-

378/K/1996.SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya 

pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan penerapan sistim pengawasan 

yang jelas, tepat, dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari 

KKN. Dengan pengawasan tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan bagi 

pengambil keputusan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, 

penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 
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          Pengawasan internal  merupakan fungsi manajemen yang penting dalam tata 

kelola penyelengaraan pemerintah. Dapat diketahui pengendalian internal instansi 

pemerintah telah menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 

kebijakan peraturan yang ditetapkan. Kecuali pengawasan semacam ini manajemen 

internal pemerintah yang membutuhkan dorongan dalam mewujudkan pemerintah 

yang baik, pemerintahan yang bersih dan pemerintahan efektif, efisien, tranparan, 

bertanggungjawab dan bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan 

internal dilakukan oleh pemerintah provinsi / kabupaten / kota untuk kepeentingan 

gubernur / bupati / walikota / sedang memantau kinerja unit organisasi dibawah 

kepemimpinannya.  

          Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah, perlu dilakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya 

penyimpangan tersebut, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil 

timbulnya penyimpangan tersebut. pengawasan internal  berarti penyalagunaan 

aparatur negara dalam memberantas adanya unsur fraud (kecurangan) dan 

penyelewengan.  

           Pada saat sekarang ini, pentingnya akuntabilitas semakin diperlukan seiring 

dengan proses globalisasi yang menuntut pemerintahan yang baik (good governance) 

serta pemerintahan yang bersih (clean government) dalam peningkatan kinerja serta 

pelayanan publik. Seiring meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap 
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sektor pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan instansi 

pemerintah kepada masyarakat harus semakin memuaskan (service excellence). 

          Untuk menghadapi keadaan tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

memperkuat efektivitas pertanggung jawaban kinerja atas wewenang, yang 

mepengaruhui akuntabilitas secara efisien dan saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Serta yang harus dilakukan adalah meningkatkan sikap profesionalisme agar 

memliki keuanggulan kompetitif dan memiliki prinsip dalam memberikan pelayanan 

yang sesuai tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Dari segi aspek governance 

dapat ditinjau apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam mewujudkan 

tujuan dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas. 

            Permasalahan yang ada disekitar akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan 

daerah, tidak saja dalam tataran peraturan perundangan yang mengaturnya, namun 

juga dari mekanisme, metode dan informasi yang perlu diungkapkan dalam Laporan 

Hasil Evaluasi Nasional terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lakip) tahun 2001 dan tahun 2002 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), didapati bahwa tingkat kepatuhan instansi dalam 

mengimplementasikan Lakip sampai dengan akhir periode Desember 2002 masih 

rendah. 

           Bagi para pengawas keuangan Negara, laporan keuangan yang berbasis standar 

akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah ketidak mampuan 

pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui 
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opini yang diberikannya. Kemampuan pihak pengawas tentunya diharapkan dapat 

memperbaiki pengelolaan keuangan Negara. Guna mewujudkan program good 

governance, profesionalisme auditor merupakan tonggak utama dalam berkinerja. 

Bukti merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap remeh 

dalam sebuah temuan pada setiap pemeriksaan. Tuntutan auditor bukan lagi 

sebanyak-banyak temuan dan sebanyak-banyak kerugian yang harus dikembalikan ke 

kas negara, tetapi profesionalisme sangat diutamakan”. Oleh sebab itu sikap 

profesionalisme internal auditor sudah menjadi tuntutan jaman, sebab hanya yang 

bersikap dan berpandangan profesional yang akan memberikan kontribusi yang besar 

baik bagi organisasi maupun individu. 

          Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : B/128/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Hasil Evaluasi 

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Tahun 2018, Pemerintah Desa Bandar Setia Kabupaten Deli 

Serdang mendapat nilai 70,01, dengan rincian penilaian seperti pada tabel 1.1 berikut 

Tabel 1.1 

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia  

Kabupaten Deli Serdang 2018-2019 

No Komponen yang dinilai Nilai  Keterangan 

Bobot  2018 2019 

1 Perencanaan kinerja  30 23,33 22,91 -0,42 

2 Pengukuran kinerja  25 16,46 18,31 1,85 

3 Evaluasi kinerja 15 11,06 12,84 1,78 

4 Capaian kinerja 10 6,68 8,11 1,43 

5 Pelaporan kinerja 20 12,48 12.90 0,42 

 Nilai Hasil Evaluasi  100 70,01 75,07 5,06 

 Tingkat Akuntabilitas kinerja BB BB - 

Sumber : Pemerintah Desa Bandar Setia deli serdang,2021 
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            Berdasarkan tabel 1.1 di atas dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah Desa Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang secara umum mengalami 

peningkatan. Namun, salah satu komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja 

menurun. Selain itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi 

Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dari level Organisasi Perangkat Daerah hingga indikator kinerja Pegawai , 

penyesuaian kinerja (cascade down) ditingkatkan. 

2. Mengkaji komponen rencana, kegiatan dan anggaran dengan mengacu pada 

perbaikan sasaran. Hasil kajian harus memastikan bahwa anggaran hanya 

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan strategis dan memilih program 

/ kegiatan yang mendukung tujuan tersebut. 

3. Secara teratur meningkatkan kualitas pengukuran output dan hasil untuk 

memastikan bahwa tujuan kinerja organisasi tercapai. 

4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan 

pelaksanaan manajemen kinerja, sebagai sarana monitoring dan evaluasi rutin 

oleh pimpinan, guna mencapai efektivitas rencana kinerja organisasi dalam 

pencapaian kinerja organisasi.. 

5. Meningkatkan penyajian informasi laporan kinerja OPD untuk menggambarkan 

pencapaian kinerja, efektivitas rencana, dan efisiensi anggaran. 

6. Menginstruksikan Inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi 

akuntabilitas kinerja OPD sehingga tercapai konsensus antara OPD dan antara 

Bappeda dengan pejabat program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi 

program untuk mendorong efektivitas tujuan dan anggaran Efisiensi penggunaan. 
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7. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pimpinan OPD dalam pelaksanaan 

manajemen kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

8. Gunakan informasi tentang kinerja dan kinerja organisasi sebagai dasar untuk 

penghargaan dan hukuman. 

           Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu 

mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperrkuat efektivitas 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengawasan internal  

di Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang  dilakukan oleh Inspektorat Desa 

Bandar Setia  yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada Bupati Desa Bandar setia Deli Serdang. Fungsi 

inspektur adalah mengawasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat 

daerah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

            Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli 

Serdang”. 
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1.2   Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah  

              Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang 

didapat adalah sebagi berikut : 

1. Konsep akuntabilitas sektor publik belum mampu diterapkan secara konsisten, 

hal ini disebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian dalam penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

2. Masih terdapat kelemahan dan ketidak mampuan pihak pengendalian internal 

dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang 

diberikannya. 

3. Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu masih 

terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang 

pendidikan akuntansi. 

1.2.2 Batasan Masalah 

           Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang pengaruh penerapan 

sektor publik dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

2. Instansi yang menjadi objek penelitian adalah instansi pemerintahan Desa 

Bandar Setia Deli Serdang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

1.1 Landasan Teori 

1.1.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan 

          Menurut (Faristina, 2011) Teori Agensi merupakan Hubungannya dengan 

keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi 

kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya. 

Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan 

efisien serta tercapainya akuntabilitas publik .Teori keagenan akan terjadi di berbagai 

organisasi, termasuk organisasi pemerintah, dan fokus pada manajer (lembaga/ 

Pemerintah) dan masyarakat.tanggung jawab publik dapat diartikan sebagai 

kewajiban para pihak wali (agen) memberikan akuntabilitas, laporan dan ungkapan 

semua aktivitas dan tanggung jawab kepada klien yang memiliki hak kekuatan untuk 

menuntut akuntabilitas (Mardiasmo, 2010). 

           Mengenai masalah keagenan, praktik pelaporan keuangan organisasi sektor 

publik didasarkan pada konsep teori keagenan. Laporan keuangan sektor publik, 

pemerintah bertindak sebagai agen kewajiban untuk memberikan informasi yang 

berguna kepada keuangan pemerintah bertanggung jawab untuk menilai akuntabilitas 

dan membuat keputusan ekonomi, sosial atau politik.suatu tata kelola yang 

demokratis, hubungan antara pemerintah dapat diktakan sebagai hubungan keagenan 

(agency relationship). 
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           Teori keagenan memperlakukan pemerintah daerah sebagai agen masyarakat 

(principal) dan akan bertindak penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta 

memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan 

sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Agency theory mengasumsikan bahwa 

banyak informasi yang terjadi antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses 

langsung terhadap pihak informasi masyarakat. Adanya information  asymmetry 

inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. 

Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas 

atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi 

information asymmetry.  

           Menurut teori keagenan, pengelolahan pemerintah daerah harus diawasi untuk 

memastikan pengelolahan yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan berbagai 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan peningkatan akuntabilitas 

informasi daerah dan  masyarakat menjadi lebih seimbang artinya information 

asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Ketika information asymmetry menurun 

kemungkinan untuk melakukan korupsi akan kecil. 

2.1.2  Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

           Menurut Haryanto (2017), akuntansi sektor publik adalah memberikan 

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi 

sektor publik berbeda dari akuntansi sektor swasta.Akuntansi sektor publik  bersifat 

melayani atau non provit sedangkan akuntansi pada  sektor swasta lebih 

mengutamakan provit atau keuantungan. Bastian (2014) mengemukan bahwa, 
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akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-

lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya seperti, pemerintah 

daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama 

sektor publik dan swasta.  

             Menurut pemikiran Nordiawan (2010) akuntansi sektor publik adalah Proses 

pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari 

suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai 

laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. 

           Menurut (Biduri 2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebgai 

suatu  kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang 

bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan 

hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. 

Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018) bahwa akuntansi sektor publik 

adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan 

transaksi  ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti, 

pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil 

keputusan dan menghemat pengeluaran semua pihak yang membutuhkan. 

             Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

sektor publik adalah Mekanisme teknis dan analisis akuntansi. Yaitu proses 

pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang 

diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara 
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dan departemen-departemen di bawahnya yang berguna untuk pengambilan 

keputusan. 

      2.1.2.1 Jenis – jenis Akuntansi Sektor Publik 

             Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, 

cenderung masyarakat berurusan dengan instansi pemerintah, seperti kantor 

pencatatan sipil, dapartemen pendidikan, kantor pajak, dapartemen tenaga kerja atau 

kepolisian.Tambahan  Selain itu juga masyarakat berinteraksi dengan berbagai 

organisasi keagamaan, seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan 

Gereja Indonesia (PGI), dan lain-lain. Dibidang pendidikan dan kesehatan, terdapat 

banyak organisasi sektor publik seperti, universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit dan 

puskesmas, yang juga mencakup organisasi sektor publik merupakan partai politik 

dan organisasi non pemerintah diberbagai bidang.  

            (Biduri 2018) menyatakan bahwa  jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis 

organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, sebagai berikut: 

a. Instansi Pemerintah 

          Instansi pemerintah merupakan bagian dari organisasi yang berupa 

lembaga sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah sebagai berikut 

: 

1) Pemerintah pusat meliputi : (1) Kementrian seperti Dapartemen 

Dalam Negri, Dapertemen Sosial, Dapertemen Keuangan, dan 

lain-lain. (2) Lembaga dan Badan Negara seperti KPK, KPU. 
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2) Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat 

Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Perhubungan, Dinas Pendapatan dan pengelolahan asset daerah, 

Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain. 

b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah 

Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor 

publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi miliknya 

pemerintah. Contohnya (a) Perguruan Tinggi BHMN; (b) Rumah Sakit 

Milik Pemerintah seperti RSCM dan ; (c) Yayasan-yasan Milik 

Pemerintah. Pada perkembanganya, sebagian oraganisasi kelompok ini di 

kategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan 

Umum (BLU) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta 

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor 

publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.  Contohnya: (a) 

Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan 

lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik 

swasta. 

    2.1.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

            Selama lebih dari 50 Tahun, peran organisasi sektor publik seperti 

pemerintahan dan upaya yang dilakukan terbukti menjadi tulang punggung 

perekonomian negara. Oleh karena itu, membatasi akuntan sektor publik untuk 

membahas pemerintahan yang akan menciptakan kevakuman dalam pengawasan 
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praktik akuntansi sektor publik yang tentunya harus dilakukan. Salah satu hal 

terpenting adalah mencapai konsensus tentang ruang lingkup akuntansi sektor publik. 

             Menurut  Bastian (2010) Ruang Lingkup Akuntansi sektor publik adalah 

Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai 

perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor 

publik meliputi lembaga negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, 

yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba publik lainnya. Jadi, 

proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam 

kerangka standar akuntansi sektor publik.Di sisi lain, globalisasi juga telah 

memengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah dan infrastruktur operasional 

pemerintahan. Contohnya adalah kesadaran untuk meningkatkan pelayanan publik 

(seperti telekomunikasi dan kelistrikan). 

              Setelah memahami pembahasan di atas, selanjutnya mari fokus pada ruang 

lingkup akuntansi sektor publik sebagai inti dari sub topik ini. Perlu diketahui bahwa 

lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan berbagai 

perkembangan pemikiran yang ada. Secara spesifik, di Indonesia, ruang lingkup 

organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-

departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan 

tinggi, serta organisasi-organisasi publik nonprofit. Secara otomatis, proses pelaporan 

dan akuntabilitas publik diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.  

          Akuntansi Sektor Publik mempunyai empat pilar utama Eriana  (2010), empat 

pilar itu adalah: 
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1) Manajemen 

 dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, 

birokrasi yangberlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus 

privatisasi. jadi, sektor publik merupakan bidang yang membicarakan metode 

manajemen negara. Bidangmanajemen merupakan bidang akuntansi sektor 

publik yang mengupas akuntansi darisisi internal organisasi. 

2) Informasi 

beberapa literatur menyebutkan bahwa pengertian akuntansi tidak hanya 

sekedarmelakukan pembukuan pencatatan transaksi saja, tetapi juga 

merupakan wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi 

keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan 

bidang akuntansi difokuskan pada pelaporan ke pemakai eksternal organisasi 

sektor publik. 

3) Pembelanjaan 

pemerintahan sebagai salah satu organisasi sektor publik mempunyai 

pengaruh besarpada kebijakan kegiatan bisnis yang dijalankan organisasi 

seperti menilai syarat infrastruktur fisik dan sosial, kebijakan fiskal dan 

moneter, kebijakan perdagangan,kebijakan investasi, kebijakan industri, dan 

lain sebagainya. 

4) Audit 

 organisasi audit sektor publik adalah organisasi sektor publik yang 

mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktek keuangan 

dan kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik. bidang 
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audit merupakan bidang yang dikembangkan sebagai prasarana pengawasan. 

di sektor publik bidang audit lebih ditujukan untuk mengembangkan alat 

verifikasi dan pengawasan. 

2.1.2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 

   Akuntansi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu, dan 

hasil tersebut harus menguntungkan. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik 

berbeda dari akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi 

disebabkan oleh perbedaan lingkungan yang mempengaruhi akuntansi. Menurut 

(Biduri 2018), faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik 

meliputi: 

Faktor ekonomi meliputi antara lain : 

a) Pertumbuhan ekonomi 

b) Tingkat inflasi 

c) Tenaga kerja 

d) Nilai tukar mata uang 

e) Infrastruktur 

f) Pertumbuhan pendapatan perkapita 

1) Faktor politik meliputi : 

a) Hubungan negara dan masyarakat  

b) Legitimasi Pemerintah 

c) Tipe rezim yang berkuasa 

d) Ideology Negara 
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e) Elit dan politik massa 

f) Jaringan internasional  

g) Kelembagaan 

2) Faktor kultural meliputi antara lain : 

a) Keragaman suku, ras agama, bahasa dan budaya 

b) Sistem nilai di masyarakat 

c) Historis 

d) Sosiologi masyarakat 

e) Karakteristik masyarakat 

f) Tingkat pendidikan 

3) Faktor demografi meliputi anatar lain : 

a) Pertumbuhan penduduk  

b) Struktur usia penduduk 

c) Migrasi  

d) Tingkat kesehatan 

2.1.1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik  

      Lembaga sektor publik masih banyak memiliki banyak peluang untuk 

meningkatkan kinerja dan menggunakan sumber daya. Kinerja sektor publik 

sebenarnya ini bukan hanya masalah teknis, tetapi akuntansi sektor publik adalah alat 

yang sangat penting. Akuntansi sektor publik akan trus berkembang dalam 

meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas publik di lembaga –  

lembaga sektor publik. 
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              Menurut American Accounting Association (2009) tujuan akuntansi organisasi 

sektor publik sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan alokasi 

sumber daya organisasi yang relevan dengan benar, efisisen dan ekonomis. 

Tujuan ini terkait dengan pengawasan manajemen (management 

pengawasan). 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan 

pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif, serta 

penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan 

bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi 

pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan 

akuntanbilitas (Accountability). 

               Menurut Nordiawan (2010) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1) Tujuan pertanggungjawaban 

            Untuk mencapai akuntabilitas pemerintah, pemerintah harus menyediakan 

informasi keuangan yang lengkap dalam bentuk dan waktu yang benar, 

serta memberikan informasi keuangan yang akurat. 

2) Tujuan manajerial 

      Untuk tujuan manajemen, memberikan informasi keuangan untuk 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan 

anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja 
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pemerintah adalah tujuan yang diharapkan akuntansi pemerintah untuk 

dicapai. 

3) Tujuan pengawasan 

      Untuk memberikan informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus 

memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas. 

         Berdasarkan tujuan akuntansi sektor publik yang disebutkan di atas, ini adalah 

untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen operasi yang tepat, 

efektif dan ekonomis, serta alokasi sumber daya yang dialokasikan untuk organisasi, 

dan untuk memberikan tanggung jawab informasi yang memungkinkan manajer 

untuk melaporkan tentang implementasi, dan mengelolanya dengan tepat dan tepat.. 

2.1.2.5 Indikator Akuntansi Publik 

           Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian 

(2014) siklus akuntansi keuangan sektor publik sebagai berikut : 

a) Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik 

dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam 

laporan keuangan. 

b) Analisis transaksi membuktikan bahwa transaksi selalu disertai dengan  bumti 

pendukung yang berisi informasi tentang aktifitas transaksi. Berdarkan bukti 

tersebut akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan. 
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c) Pencatatan data transaksi yang merupakan analisis bukti transaksi, yang 

mencatat bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan 

oleh bendahara dalam jurnal. 

d) Pengikhtisaran, ada daftar nama grup akun yang ada di organisasi di buku 

besar. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan transaksi akan 

dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Ini disebut posting 

e) Pelaporan, selama satu periode akuntansi, laporkan catatan transaksi dan 

kelompokkan ke dalam buku besar di masa mendatang. Berdasarkan catatan 

tersebut, siapkan laporan keuangan dan serahkan kepada pihak-pihak yang 

terlibat. Kemudian menganalisis laporan keuangan sektor publik yang telah 

disiapkan untuk menilai keakuratan dan keandalannya 

2.1.2.6 Elemen – elemen Akuntansi Sektor Publik 

            Elemen akuntansi sektor publik merupakan bagian wajib dalam pengelolaan 

pengelolaan keuangan publik. Bagian-bagian tersebut merupakan Elemen akuntansi 

sektor publik menurut Indra Bastian (2010) adalah sebagai berikut : 

1) Perencanaan Publik 

Aspek yang termasuk dalam rencana adalah menggunakan sumber daya yang ada 

untuk menetapkan tujuan dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. 

2) Penganggaran Publik 

Anggaran memberikan rencana yang rinci atas pendapatan dan pengeluaran 

organisasi sehingga pengeluaran dapat dijelaskan dan 

dipertanggungjawabkan. 
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3) Realisasi Anggaran Publik 

Secara teori,  realisasi anggaran publik merupakan pelaksaan anggaran publik 

yang telah di rencanakan dan ditetapkan dalam bentuk program kegiatan yang 

nyata. Yang dimana yang dimaksud kita harus focus dalam pelaksaan 

anggaran yang tertuju pada organisasi pada operasional  dalam bentuk 

program  yang telah ditetapkan. Dan begitu juga, realisasi anggaran akan 

menunjukkan pada arahan atau pengendalian sistematis dari  proses-proses 

yang mengubah input menjadi  barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut 

sangat terkait erat dengan kualitas keluaran. Realisasi anggaran terdiri dari 3 

kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, 

dan pelaksanaan program. 

4) Penggandaan Barang dan Jasa Publik  

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, metode dan tindakan 

penyediaan produk dan jasa kepada publik atau publik 

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

Laporan keuangan menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan, 

kemajuan pencapaian target pendapatan, kemajuan pencapaian bagi hasil dan 

pembiayaan. 

6) Audit Sektor Publik 

Dapat diketahui auditing atau pemeriksaan adalah investigasi independen 

terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah dapat 

menggerakkan makna akuntabilitas dalam peneglolahan sektor pemerintah. 

Badan usaha milik Negara (BUMN), instansi pengelolah asset Negara lainya, 
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ataupun organisasi publik non pemerintah, seperti partai politik, LSM, 

Yayasan dan organisasi di tempat peribadatan. Tujuan pemeriksaan ini adalah 

untuk mengungkapkan pendapat yang jujur atas laporan keuangan, hasil 

operasi, kinerja dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi. sehingga. 

Laporan auditor merupakan media untuk mengungkapkan pendapat auditor 

atau dalam kondisi tertentu. 

7) Pertanggungjawaban Publik 

Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang diambil oleh 

penanggung jawab organisasi sektor publik saat menyerahkan laporan 

pertanggungjawaban atas mandatnya. 

2.1.2.7 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta 

              Mardiasmo (2010) mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik 

organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta 

Perbedaan Sektor publik Sektor swasta 

Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 

Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi 

pemerintah, laba 

BUMN/BUMD, penjualan 

asset negara. 

 

Pembiayaan internal: 

modal sendiri, laba 

ditahan, penjualan aktiva 

Pembiayaan eksternal : 

utang bank obligasi, 

penerbitan saham. 
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Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat (publik) dan 

parlemen (DPR/DPRD. 

Pertanggungjawaban 

kepada pemegam saham 

dan kreditor 

Struktur organisasi Birokratis, kaku dan hierarkis. Fleksibel: datar, pyramid, 

lintas fungsional. 

Karakteristik 

anggaran 

Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting 

Sumber : Mardiasno (2010) 

2.1.3 Pengawasan Internal  

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan  

          Menurut (Yahya 2016) Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk 

memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Hal ini berkaitan dengan 

cara pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Hal ini berkaitan dengan cara pelaksaan 

kegiatan sesuai rencana. Definisi ini menunjukkan hubungan erat antara perencanaan 

dan pengawasan. 

              Menurut Bastian (2010) Pengawasan  merupakan salah satu unsur 

manajemen di samping planning, organizing, actuating, coordinating, directing, dan 

lain-lain. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang berkesinambungan, 

tujuannya untuk mengamati, memahami dan mengevaluasi setiap pelaksanaan 

kegiatan tertentu sehingga kesalahan atau penyimpangan dapat dicegah atau 

diperbaiki. 
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          Menurut (Siagian 2013) bahwa pengawasan adalah suatu proses observasi, 

bukan pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi, untuk memastikan bahwa semua 

pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018) pengawasan adalah tindakan 

membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi atau 

memastikan bahwa tujuan tertentu tercapai dengan sebaik-baiknya. 

2.1.3.2 Jenis – jenis Pengawasan 

          Menurut  Bastian (2010) jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan 

objek, ruang lingkup dan metode pengawasannya sebagai berikut : 

1. Pengawasan Berdasarkan Objeknya 

Pengawasan berdasarkan objeknya dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a) Pengawasan Terhadap Penerimaan Negara 

Pengawasan penerimaan Negara dapat dibedakan menjadi 2 bagian 

yaitu pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, serta  

pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak. Bila pengawasan 

terhadap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak dan 

pengawasan terhadap penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor 

Inspeksi Bea Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan 

pajak dilakukan oleh KPKN (Komite Penyelamat Kekayaan Negara). 

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspeksi Pajak ditujukan baik kepada 

wajib pajak perorangan maupun pada wajib pajak badan yang ditunjuk 
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oleh Undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut 

pajak orang lain.  

b) Pengawasan Terhadap Pengeluaran Negara 

Merupakan suatu kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan 

penerimaan – penerimaan negara, dan pengeluaran – pengeluaran 

negara tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan didalam 

anggaran. 

2. Pengawasan Menurut Sifatnya 

a) Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

dimulainya suatu kegiatan atau sebelumya terjadinya penegeluaran 

keuangan. 

b) Pengawasan Detektif merupakan suatu bentuk pengawasan yang 

dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen – dokumen 

laporan pertanggungjawaban bendahara. 

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup 

a) Pengawasan Internal  

Fungsi pengawasan internal ini diselanggarakan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur 

Jendral (IRJEN), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakap) 

dan Inspektorat Wilayah Daerah Kota Madya (Itwildako). 

b) Pengawasan Eksternal 

Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas 

yang sama sekali berasal lingkungan organisasi eksekutif. Di 
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Indonesia pengawasan eksternal ini diselenggarakan olegh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan 

secara langsung oleh masyarakat. 

4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya 

a) Pengawasan Melekat 

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu 

organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk 

mengetahui atau unit kerja terhadap program kerja yang ditetapkan 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-

undangn berlaku. 

b) Pengawasan Fungsional 

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan 

internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah. 

2.1.3.3 Pengertian Pengawasan Internal  

              Menurut Peraturan Pemerintah No.Pernyataan No. 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengendalian intern adalah keseluruhan 

proses pelaksanaan kegiatan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya terhadap tanggung jawab dan fungsi organisasi, sehingga dapat sepenuhnya 

dilaksanakan. memastikan bahwa kegiatan telah terlaksana, dilaksanakan pada tahun 

2009. Secara efektif untuk mewujudkan kepentingan pimpinan sesuai dengan tolak 

ukur yang telah ditetapkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan 
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efesiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan (realisasi anggaran di sektor 

pemerintahan), serta ketaatan dengan peraturan yang berlaku. 

          Menurut Halim (2011) pengendalian internal merupakan suatu sistem atau alat 

yang menjamin keberhasilan dalam tujuan kinerja suatu kegiatan. 

             Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit 

pengawasan yang dibentuk dalam organiasasi itu sendiri. Aparat atau unit 

pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas 

mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data 

kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat 

pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang 

pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah 

dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakantindakan perbaikan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol 

(Simbolon,2013). 

            Menurut Swayer (2010), pengendalian internal adalah jenis pengawasan yang 

mencakup rencana organisasi dan semua metode dan koordinasi yang digunakan di 

perusahaan untuk memastikan keamanan aset, memeriksa keakuratan dan keandalan 

data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan 

terhadap standar yang ditetapkan. Kebijakan manajemen. 

             Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan 

internal merupakan kegiatan yang bertujuan mengawasi kegiatan-kegiatan 
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pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan 

daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku atau yang ditentukan. 

2.1.3.4 Fungsi dan Tugas Pengawasan Internal 

           Fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi mencakup tiga hal 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kinerja organisasi. 

2. Memberikan opini atas kinerja organisasi. 

3. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian 

kinerja yang ada. 

           Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan 

manajemen secara cepat dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja 

penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal. 

            Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomer 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern Di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasannya fungsi Pengawasan 

Internal adalah sebagai berikut: 

1) Pengawasan kebijakan dan program 

2) Penyusunan Program Pengawasan 

3) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang milik negara 

4) Pendampingan dan review laporan keuangan 

5) Pemberian saran dan rekomendasi 
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6) Penyusunan laporan pengawasan 

7) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan 

               Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pengawasan adalah mengevaluasi kebijakan dan setiap prosedur masing – masing 

dapertemen dalam menjalankan tugas masing – masing , untuk menilai apakah 

pengendalian manajemen sudah memadai dan dilaksanakan secara efektif dan 

memeriksa apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dalam memecahkan 

masalah untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, melakukan penelitian 

apakah kegiatan tersebut dilakukan secara efektif. 

              Menurut Ketentuan Nomor 47 Pasal 3 Tahun 2011 Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasannya tugas dapertemen Pengawasan 

Internal adalah Satuan Pengawasan Internal mempunyai Tugas dapartemen pengawas 

internal melaksanakan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja. Tugas 

dan tanggungjawab dapertemen pengawas internal sebagai berikut: 

a) Menyusun dan melakasanakan rencana audit internal tahunan 

b) Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal 

c) Melakukan evaluasi dan validitasi terhadap sistem 

            Kesimpulan dari suatu pengawasan internal adalah berupa laporan yang 

ditujukan kepada pimpinan organisasi. Bagian pengendalian internal dari laporan 

merupakan alat komunikasi, yang tujuannya mulai dari alokasi, ruang lingkup 

pemeriksaan, batasan pelaksanaan, dan rekomendasi kepada pimpinan organisasi. Di 
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samping itu laporan menjadi penting karena dapat dijadikan referensi berharga 

mengenai pekerjaan pemeriksaan untuk pemeriksaan selanjutnya di masa yang akan 

datang.  

             Temuan audit yang disampaikan dengan baik dalam laporan pengawasan 

internal akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian 

intern yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang merugikan 

perusahaan. Selain itu rekomendasi yang disampaikan pengawasan internal akan 

membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga 

kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) dan kesalahan bisa diperkecil. 

2.1.3.5 Indikator Pengawasan Internal  

             Swayer’s (2010) menyebutkan beberapa sarana oprasional yang dapat 

digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah: 

1) Organisasi (organization) 

organisasi sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang dituju untuk 

orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai 

tujuannya secara efisien dan ekonomis. 

2) Kebijakan (policy) 

suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang diperlukan untuk memandu 

atau membatasi tindakan. 

3) Prosedur (procedure) 

 merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai 

kebijakan yang telah ditetapkan.  
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4) Personalia (personnel), Orangyang dipekerjakan atau ditugaskan harus 

memiliki kualifikasi untuk melakukan tugas yang diberikan. Pengawasan 

adalah cara yang baik untuk mengontrol selain kinerja semua orang. Oleh 

karena itu, standar pemantauan harus ditetapkan. 

5) Akuntansi (accounting) 

merupakan cara yang sangat penting untuk pengendalian keuangan atas 

aktivitas dan sumber daya. 

6) Penganggaran (budgeting) 

Merupakan suatu deskripsi hasil yang diharapkan dalam bentuk digital. 

Sebagai kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sumber daya dan 

keluaran yang harus dicapai. 

7) Pelaporan, Sebagian besar organisasi memiliki fungsi manajemen dan dapat 

mengambil keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, 

laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. 

2.1.3.6 Unsur-unsur Pengawasan Internal 

             Menurut Gondodiyoto (2010), unsur-unsur sistem pengawasan internal 

sangat penting karena sistem memiliki banyak unsur dan karakteristik tertentu dapat 

meningkatkan kepercayaan data akuntansi pengamanan untuk aset dan catatan 

perusahaan. Setiap elemen terkait langsung dengan tujuan pengawasan internal dan 

langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. 

           Unsur terpenting dari sistem pengawasan internal adalah penerapannya, yaitu 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Orang yang bekerja jujur dan efisien 
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selalu  bekerja dengan sepenuh hati, walaupun hanya didukung oleh sedikit unsur 

pengawasan lainnya, padahall kelima unsur pengawasan lain tersebut begitu 

powerfull. Tetapi orang yang tidak berkompeten dan tidak jujur dapat dengan mudah 

mengacaukan sistem. 

             Menurut Gondodiyoto (2010) model (framework) COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) terdiri lima kelompok 

(unsur-unsur) yang saling berhubungan yang akan menunjang pencapaian tujuan 

pemerintahan sebagai berikut: 

1. Kontrol environment (lingkungan pengawasan) 

2. Risk Assisment (penaksiran risiko)  

3. Kontrol Activities (aktivitas Pengawasan)  

4. Information dan Communication (informasi dan komunikasi) 

5. Memonitoring (pemantauan) 

          Lima komponen Model COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission)  kontrol internal Menurut Swayer (2010)sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengawasan  

bagian ini mencakup sikap manajemen di semua tingkatan terhadap 

keseluruhan operasi, terutama konsep pengawasan. Hal ini mencakup : Etika, 

kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan 

organisasi. Ini juga mencakup  struktur organisasi, serta kebijakan dan konsep 

manajeman.  
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2. Penentuan Risiko 

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus 

berkembang. Penentuan risiko meliputi penentuan risiko seluruh aspek 

organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui penilaian risiko. COSO 

juga telah meningkatkan  pertimbangan tujuan di semua area  oprasi untuk 

memastikan kordinasi di antara berbagai dapertemen dalam organisasi. 

3. Aktivitas Pengawasan 

komponen ini mencakup aktivitas  yang sebelumnya terkait  dengan konsep 

pengawasan internal. Kegiatan tersebut meliputi persetujuan, tanggungjawab, 

dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, 

karyawan yang kompeten dan jujur, peperiksaan internal dan audit internal. 

Risiko aktivitas iterhadap seluruh organisasi harus dinilai.  

4.  Informasi dan Komunikasi 

 Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajeman. tanpa 

informasi, manajemen tidak berfungsi . Pertukaran informasi tentang operasi 

pengawasan internal memberikan esensi yang dapat digunakan manajeman 

untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan operasi manajemen.  

5. Pemantauan 

Merupakan evaluasi yang dinamis dan wajar dari informasi yang disediakan 

dalam komunikasi informasi untuk tujuan pengawasan dan manajemen. 
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2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

             Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability yang berarti keadaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya mengapa akuntabilitas 

menggambarkan keadaan atau kondisi yang dapat  dipertanggungjawabkan. 

             Menurut Surat Keputusan (SK) Kepalah Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) No 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: “Sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah mencerminkan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan berhasil tidaknya tujuan yang ditetapkan oleh sistem 

akuntabilitas reguler untuk mencapai misi organisasi”. 

           Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawas 

Keuangan Dan Pembangunan) (LAN & BPKP, 2000) sistem akuntabilitas kinerja 

adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan 

perilaku individu / badan hukum / kewajiban pemimpin organisasi. Pihak yang 

organisasi memiliki hak  untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.. 

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan  semua instansi pemerintah, bagian dan 

lembaga Negara daerah maupun pusat sesuai dengan tugas masing- masing harus 

memahami lingkup Akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi 

keberhasilanatau kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 

           Ledvina (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu 

evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada 
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pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan 

kewenangannya. 

          Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah harus 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Harus ada komitmen dan pimpinan seluruh staf instansi pemerintah, perlu 

perlu melakukan pengelolahan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapain tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

4. Harus berorientasi pada pencapain visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

         Harus jujur, obyektif, transparan dan positif, dalam bentuk pemutakhiran 

metode dan teknologi pengukuran kinerja dan mempersiapkan akuntabilitas, untuk 

mendorong perubahan dalam manajemen instansi pemerintah. 

2.1.4.1 Tipe  Akuntabilitas  

           Akuntabilitas dibedahkan dalam beberapa tipe. Menurut Rosjidi (2011) tipe 

dan jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

a. Akuntabilitas internal, yaitu setiap pejabat atau pengurus public baik individu 

maupun kelompok dalam kelompok di dalam lingkungan internal 
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pemerintahan yang secara hirarki berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kepada atasan secara baik mengenai 

perkembangan kinerja. 

b. Akuntabilitas eksternal, yaitu setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi 

untuk mempertanggungjabkan semua amanat yang telah diterima dan 

dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk komunikasi kepada pihak 

eksternal dan lingkungan. 

2.1.4.2 Indikator-indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

            Dalam menyusun sebuah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

harus mengikuti pada indikator-indikator yang ditetapkan. Indikator kinerja 

menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran yang 

mengenai tingkat pencapaian kinerja dalam suatu sasaran atau tanggungjawab yang 

telah ditetapkan menurut Santoso (2010) sebagai berikut : 

1. Indikator masukan atau input adalah segalah sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan output. 

      Contoh: dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan 

perundang-undangan. 

2. Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan untuk mencapai suatu 

kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik. 

3. Indikator hasil (outcomes) adalah segalah sesuatu yang mencerminkan fungsi 

keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. 

4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan ahkir 

dalam pelaksanaan kegiatan. 
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5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang timbul baik, bersifat positif 

maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 

telah ditetapkan. 

2.1.4.3 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

             Instruksi Presiden (Impres) Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 1999 

disebutkan bahwa: “ Tujuan dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebgai salah 

satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik”. Maka berdasarkan impress 

tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehinggah dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungan. 

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional. 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

            Penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan 

pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah 

dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 



42 
 

Tabel 2.2 

 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Nama / 

Tahun 

Judul  Variabel Hasil Penelitian 

1 Bambang 

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi Sektor 

Publik dan 

Pengawasan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

dan implikasinya 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

Variabel independen: 

1. Pengaruh Penerapan 

Akuntansi Keuangan 

Sektor Publik. 

2.Pengawasan 

3. kualitas     laporan 

keuangan dan 

implikasinya. 

Variabel Devenden: 

1. akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

1. Penerapan 

akuntansi keuangan 

sektor publik dan 

penerapan 

pengawasan 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

2. Penerapan 

akuntansi keuangan 

sektor publik, 

pengawasan dan 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

berpengaruh 

terharap 

akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

 

2 Dina 

Afrina 

(2015) 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Pemerintah Daerah 

PengendalianIntern 

DanSistem 

PelaporanTerhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Variabel Independen: 

1. penerapan sistem    

akuntansi pemerintah 

daerah. 

2. pengendalian intern. 

3. Sistem Pelaporan. 

   Variabel Dependen: 

1. Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

1.Hasil pengujian 

hipotesis pertama 

menunjukkan 

bahwa variabel 

penerapan sistem 

akuntansi 

pemerintah daerah 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah Kota 

Pekanbaru. 
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Semakin baik 

sistem akuntansi 

yang diterapkan 

maka akan semakin 

baik juga 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

2. Hasil pengujian 

hipotesis kedua 

menunjukkan 

bahwa variabel 

pengendalian intern 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

3. Hasil pengujian 

hipotesis ketiga 

menunjukkan 

bahwa variabel 

sistem pelaporan 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

 

3 Netty 

Herawaty 

(2011)  

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggran, 

Pengendalian 

Akuntansi Dan 

Sistem Pelaporan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah 

Kota Jambi 

Variabel independen : 

1. Kejelasan Sasaran 

Anggaran . 

2. Pengendalian 

Akuntansi. 

3. Sistem Pelaporan 

Variabel Dependen : 

1. Pengaruh parsial 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan negatif. 

Variabel yang 

mempunyai 

pengaruh negatif 

yaitu variabel X1 

(Kejelasan sasaran 

anggaran) dan X2 
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1. Akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

(Pengendalian 

akuntansi). 

2. Variabel yang 

mempunyai 

pengaruh positif 

yaitu variabel 

variabel sistem 

pelaporan (X3) 

3. Besarnya 

pengaruh variabel 

independen 

terhadap variabel 

dependen yaitu 

sebesar 66,4%. 

4 Ahmad 

Rudi 

Yulianto, 

Osmad 

Muthaher 

(2019) 

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi dan 

Sistem Pelaporan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 

KabupatenPati 

Variabel independen: 

1.kejelasan sasaran 

anggaran. 

2.pengendalian akuntansi 

3.sistem pelaporan. 

Variabel dependen : 

1.Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

1. Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

kejelasan sasaran 

anggaran terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah. 

 2. Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

efektivitas 

pengendalian 

akuntansi terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah.  

3. Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

sistem pelaporan 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah. 

Sumber : penulis, 2021 
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2.3 Kerangka Konseptual 

            Kerangka konseptual merupakan kumpulan konsep dari fenomena yang 

diteliti sehingga maknanya masih sangat abstrak dan dapat dimaknai secara subjektif 

dan dapat menimbulkan ambigu (Suliyanto 2018). Kerangka konseptual memberikan 

gambaran bagaimana secara teoritis hubungan antara variabel-variabel penelitian, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

             Kerangka konseptual adalah suatu uraian atau visualisasi tentang hubungan 

atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau di 

ukur melalui penelitian yang dilakukan (Notoadmodjo, 2012). 

            Pada penelitian ini variabel independen adalah penerapan akuntansi publik 

dan pengawasan internal, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Sumber: Oleh Peneliti (2021) 
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Pengawas Internal 
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(Kotler dan Keller 

(2013) 

 



46 
 

2.4 Hipotesis  

            Menurut Sugiyono (2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis bias dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric. 

Berdasakan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka peneliti 

mengemukakan hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

H1 :Akuntansi Sektor Publik berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang. 

H2 : Pengawasan Internal berpengaruh Positif  terhadap Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang. 

H3 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Berpengaruh   

secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa 

Bandar Setia Deli Serdang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

           Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

dan Asosiatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan mengetahui hubungan 

yang signifikan antara variabel penelitian dan menarik kesimpulan yang akan 

memperjelas gambaran objek penelitian.  

           Pengertian metode deskriptif menurut (Sugiyono, 2014) metode deskriptif 

merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan  

data yang dikumpulkan, dan tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan atau 

generalisasi secara umum. 

1.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1.2.1 Lokasi Penelitian 

           Peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Bandar Setia Deli 

Serdang yang terletak di jalan terusan dusun 5 desa bandar setia Kabupaten Deli 

Serdang. 

1.2.2 Waktu Penelitian 

          Peneliti melakukan penelitian mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan 

selesai, seperti yang telihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.1  

Skedul Proses Penelitian 

 

No 

 

Kegiatan 

2021 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul                               

2. Penyusunan proposal                         

3. Bimbingan                          

4 Seminar Proposal                         

5. Bimbingan                         

6. Pengelohan Data                         

7. Penyusunan Skripsi                         

8 Sidang Meja Hijau                         

Sumber : Penulis 2021 

1.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data 

1.3.1 Populasi dan Sampel 

           Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

          Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintah Desa Bandar 

Setia Deli Serdang yang beberapa bagian berjumlah 30 orang. 

           Menurut Sugiyono (2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah non prabibility sampling, adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling 

sistematis, kuota, aksidental, puprosive, jenuh dan snowball (Sugiyono, 2018). 

Teknik non prabibility sampling yang dipilih adalah purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan judul yang diambil 

penulis yaitu akuntansi sektor publik terhadap kinerja, maka yang menjadi sampel 

sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai yang ditempatkan di bagian Kaur 

Keuangan, Kaur Pemerintahaan,Sekretaris, Kaur Pelayanan, Kaur Umum, Kaur 

Kesra, Sekretarid Desa, Kepala Desa. Kaur Pembangunan. 

Tabel 3.2 

Penentuan Sampel 

No  Nama Pegawai  Bagian  

1. Khairul azwar Kaur Pemerintahaan 

2. Syamsul bahri Kaur Pemerintahaan 

3. Syahputra Nasution Kaur Pemerintahaan 

4. Lasa siregar Kaur Pemerintahaan 

5. Sugianto Kepala Desa 

6. Agustian Kaur Keuangan 

7. Kusno Ar Kaur Keuangan 

8. Marsono siregar Kaur Pelayanan 

9. Sudiono  Kaur Pelayanan 
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10. Linda Hutapea Kaur Pelayanan 

11. Nancy  Kaur Pelayanan 

12. Asnar lisna Kaur Pelayanan 

13. Ayu winanda Kaur Umum 

14. Dendy  Kaur Umum 

15. Agus Purnomo Kaur Umum 

16. Daniel suwanto Kaur Umum 

17. Ismail siregar Kaur Kesra 

18. Mia handriyani Kaur Kesra 

19. Alfandi Batubara Kaur Kesra 

20. Amran  Kaur Kesra 

21. Siti Harahap Kaur Kesra 

22. Rahma  Kaur Pembangunan 

23. Dwiyanto Nst Kaur Pembangunan 

24. Sugiono  Kaur Pembangunan 

25. Mahyiddin BPD 

26. Galih BPD 

27. Suwanto BPD 

28. Suyanti BPD 

29. Vina wati  Sekretaris Desa 

30. Deliayana Sekretaris Desa 

Sumber : Desa bandar setia 

 

 



52 
 

 

1.3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

            Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data penelitian deskriptif dan 

Asosiatif, yaitu data yang dinyatakan dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan. Dan sumber data yang diperoleh adalah data primer. Data primer 

merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak 

melalui perantara) yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2010). Penelitian ini data menggunakan variabel akuntansi sektor publik, 

pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh 

langsung dari pegawai pada Desa Bandar Setia Deli Serdang. 

1.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

            Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel independen (bebas) dan variabel 

dependen (terikat).  

          Menurut Sugiyono (2016) variabel independen (bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen 

(terikat). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntansi 

Sektor Publik, dan Pengawas Internal. 

           Menurut Sugiyono (2016) variabel dependen (terikat) adalag variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi. 
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3.4.2 Definisi Operasional  

           Menurut Suliyanto (2018) definisi operasional variabel penelitian adalah suatu 

definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik 

variabel tersebut yang dapat diamati. Dengan kata lain, operasionalisasi variabel 

adalah mendefinisikan variabel yang bersifat konsep menjadi spesifik (tidak 

bermakna ganda) dan terukur. 

          Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 yang telah  

disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Konsep Variabel  Indikator Skala  

Akuntansi Sektor 

Publik (X1) 

Mekanisme teknis dan 

analisis akuntansi 

melaksanakan pengelolaan 

dana publik di lembaga dan 

dapertemen tingkat tinggi 

negara, pemerintah daerah, 

BUMD, BUMN, LSM, dan 

yayasan sosial, dan proyek 

kerja sama dapertemen 

publik dan swasta (Bastian, 

2014). 

1.Analisis bukti 

transaksi. 

2.Pencatatan data 

transaksi. 

3.Pengikhtisaran. 

4.Pelaporan 

Interval 

Pengawasan 

Internal  

(X2) 

Pengawas mencakup 

rencana organisasi dan 

semua metode yang 

terkordinasi dan berlaku 

untuk prusahaan yang  

mengamankan aset, 

memeriksa akurasi dan 

keandalan data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi, 

optimis dan mendorong 

1.organisasi. 

2.kebijakan 

3.prosedur  

4.penganggaran 

Interval  
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ketaatan kebijakan 

manajemen yang 

dikembangkan (Swayer, 

2010) 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi  

(Y) 

Hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan 

tanggungjawab 

masingmasing dalam rangka 

upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak 

melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral 

maupun etika 

(Prawirosentono 2010). 

1.Ekonomis 

(cermat dalam 

penggunaan dan 

alokasi sumber 

daya) 

 2.Efisiensi 

(Penggunaan 

sumber daya) 

 3.Efektivitas 

(Pencapaian 

tujuan) 

Interval 

 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

           Menurut Hartono (2017) beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Obervasi  

     Teknik atau pendekatan metode memperoleh data mentah dengan cara 

mengamati secara langsung objek data. Metode lain yang dapat digunakan 

untuk memperoleh data mentah adalah metode komunikasi (communication 

approach).  

2. Wawancara  

      Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data 

dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara 

intersep, dan wawancara telepon.  
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3. Eksperimen  

      Studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memanipulasi beberapa variabel, 

mengamati dan mengobservasi efeknya.  

4. Survei  

Metode pengumpulan data primer untuk menanyai individu yang 

diwawancarai. Investigasi dapat dibagi menjadi investigasi surat, investigasi 

yang disediakan komputer. 

5. Kuisioner  

      Kuisioner adalah metode pengumpulan data metode pengumpulan data yang 

menggunakan angket untuk menjawab daftar pertanyaan yang akan dijawab 

dengan menggunakan angket. 

6. Dokumentasi  

     Dokumentasi, dari menurut asal katanya dokumen memiliki pengertian 

barang-barang tertulis. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat 

berupa penyelidikan teradap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

           Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan Kuesioner atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada konsumen/orang lain yang kita 

jadikan sebagai responden. 
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1.6 Teknik Analisis Data  

1.6.1 Uji Kualitas Data 

                 Sebelum data dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data tersebut diuji 

dengan: 

1.6.1.1 Uji Validitas 

            Validitas menurut Sugiyono (2016) bertujuan mengukur apakah data yang 

telah didapat setelah penelitian mrupakan data yang valid dengan alat ukur yang telah 

disediakan (kuesioner). Valid artinya data yang diperoleh melalui kuesioner dapat 

menjawab tujuan penelitian berdasarkan jumlah n (sampel/responden). Pada derajat 

kebebasannya rtabel (df = n – k) harus lebih dari (>) 0,30. Pengujian validitas dengan 

menggunakan program SPSS. 

1.6.1.2 Uji Reliabilitas 

          Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan 

menunjukkan konsisensi didalam mengukur gejala yang sama. Menurut (Situmorang 

dan Lutfi,2012) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setelah pernyataan dikatakan valid dalam 

uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika ralpha > r tabel maka pernyataan dikatakan reliabel, jika ralpha < rtabel maka pernyataan 

dinyatakan tidak reliabel. Pengujian dilakukan dngan software SPSS. Suatu konstruk 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 
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1.6.2 Uji Asumsi Klasik 

           Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dengan 

analisis regresi linier berganda berbasis ordinary least squares (OLS). Uji hipotesis 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas (Agus dan Prawoto, 2016). 

1.6.2.1 Uji Normalitas  

          Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan  

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normaL. Salah satu cara untuk melihat  

normalitas adalah secara visual yaitu melalui normal P-P Plot, ketentuannya adalah 

jika titik-titik masih berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa 

residual menyebar normal. Jika nilai sig lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa 

residual menyebar normal, dan jika nilai dig lebih kecil dari 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Agus dan Prawoto, 2016). 

1.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

          Multikolineritas adalah adanya hubungan antara variabel bebas (X) dalam 

model regresi berganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model 

regresi berganda memiliki korelasi sempurna makan variabel-variabel tersebut 

berkolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai varians inflation factors 

(VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen, dan jika VIF >10 maka terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen (Agus dan Prawoto, 2016). 
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1.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

          Heteroskedastisitas adala adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara 

meregresikan nilai absolute dengan varabel-variabel independen. Jika data menyebar 

diatas dan dibawah atau sekitar angka 0 dan tidak membentuk suatu pola maka tidak 

terdapat heteroskedastisitas, namun apabila membentuk pola secara teratur maka 

terdapat heteroskedastisitas (Agus dan Prawoto, 2016). 

1.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

            Muhidin dan Maman (2017) mengemukakan bahwa analisis regresi digunakan 

untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama pola hubungan 

pelacakan untuk mengetahui bagaimana perubahan beberapa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dalam fenomena kompleks. Jika X1, X2. Xi adalah 

variabel-variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat 

hubungan fungsional antara X dan Y, di mana variasi dari X akan diiringi pula oleh 

variasi dari Y. 

            Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana. Kegunaannya, yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila 

variabel bebasnya (X) dua atau lebih. Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1+b2X2+e 

   Keterangan : 

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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a = Konstanta 

b = Koefisien 

X1 = Akuntansi Sektor Publik 

X2 = Pengawasan Internal 

e  =  error 

1.6.4 Pengujian Hipotesis 

1.6.4.1 Uji T (Uji Parsial)  

          Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 

bebas tehadap variabel terikat, apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan 

nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0,05). Apabila nilai thitung 

≥ ttabel, maka variabel bebas dalam penelitian mememberikan pengaruh bermakna 

terhadap variabel terikat (Agus dan Prawoto, 2016). 

1.6.4.2 Uji F (Uji Simultan) 

           Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada 

derajat kesalahan 5% (α = 0,05). Apabili Fhitung ≥ Ftabel maka secara serentak 

variabel bebas memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat (Agus dan 

Prawoto, 2016). 
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1.6.4.3 Koefisien Determinasi (R2 ) 

           Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur 

besar kemapuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat, dengan 0 

< R2 < 1. Apabila R2 semakin kecil maka kemampuan semua variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel teikat akan terbatas, sedangkan jika R2 semakin besar dan 

mendekati 1 maka kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikat semakin baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1   Hasil Penelitian 

4.1.1 Geografis Desa Bandar Setia 

         Desa Bandar Setia, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut 

Sei Tuan dan terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. 

Secara singkat dapat diuraikan letak geografis desa Bandar Setia sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saintis dan Desa Kolam  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Klippa  

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Khalipah  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampali/ Lau Dendang 

 Secara topografi Desa Laut Dendang ini merupakan wilayah dataran rendah 

dengan ketinggian ±30 meter di atas permukaan laut. Orbitasi : 

a. Jarak ke ibukota kecamatan : 8 km 

b. Jarak ke ibukota kabupaten : 30 km 

c. Jarak ke ibukota provinsi : 12 km 

d. Luas areal yang digunakan untuk Pertanian : 10 Ha dan Pemukiman : 90 

Ha 

4.1.2  Jumlah Penduduk  

          Penduduk adalah kekayaan bangsa sekaligus modal dasar pembangunan. Hal 

ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai 
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kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah 

penduduk yang besar tadi tidak diperdayakan dan dikendalikan secara bijak dan 

terencana akan mejadi beban pembanguanan itu sendiri. Desa Bandar setia 

merupakan desa pemukiman yang padat penduduk yang jumlah penduduknya 

berjumlah 18716 jiwa, yang terdiri dari berbagai suku meliputi suku Jawa, Batak, 

Melayu, Padang, Mandailing, Aceh, Nias, Tionghoa, Sunda, Banten, Banjar, India, 

Karo, Bugis dan Ambon. Sebagian besar bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar 

setelah bahasa jawayang telah menjadi kesepakatan umum dan halini dilatarbelakangi 

juga oleh banyaknya masyarakat setempat yang bersuku Jawa. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No  

Dusun 

 

RT 

Penduduk 

LK PR LK+PR 

1 Dusun 1 381 836  854  1690 

2 Dusun 2 773  1350  1778    3138  

3 Dusun 3 530  1350  1788  2639 

4 Dusun 4 233  336  761  1327 

5 Dusun 5 426  936  1053  1989  

6 Dusun 6 437   1063  928  1991 

7 Dusun 7 213  303  229  602  

8 Dusun 8 554  1083  1265  2340 

9 Dusun 9 227  375  345  720  
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10 Dusun 10 431  1130  1133  2272 

JUMLAH 4205  8942  9774  18716  

        Sumber Data di peroleh dari Pemerintah Desa Bandar Setia) 

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Suku Kepala Keluarga  

No Jenis Suku Jumlah  % 

1 Jawa  3227 73 

2 Batak  308 7 

3 Melayu  448 10 

4 Padang  122 3 

5 Mandailing  229 5 

6 Aceh  13 0,2 

7 Nias  6 0,1 

8 Tionghoa  2 0,04 

9 Sunda 6 0,1 

10 Banten  10 1,4 

11 Banjar  3 0,2 

12 India  2 0,04 

13 Karo  19 0,4 

15 Bugis  4 0,0 

15 Ambon  1 0,2 

Total  4400 100 

         Sumber Data di peroleh dari Pemerintah Desa Bandar Setia) 
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4.1.3 Data Pendidikan 

     Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk memajukan dan membangkitkan 

pengaruh tumbuh kembang suatu daerah. Peningkatan terhadap pendidikan yang lebih 

berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa yang sesuai dengan 

tujuan negara Indonesia yang di ungkapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam batang tumbuh UUD 1945 

pasal 28 dan 31 yang di amanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan.   

 Pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, ketika pentingnya 

tanggung jawab pendidikan di sadari oleh individu, keluarga, masyarakat dan 

pemerintahan. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang di lakukan saat 

ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan Internasional seperti 

pendidikan untuk semua (education for All), konvensi hak anak (convention on the 

Rightof child) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang secara jelas 

menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan 

kemiskinan, kebodohan dan upaya meningkatan taraf berfikir generasi unggul. 

Tabel 4.3 Tingkat  Pendidikan  Masyarakat  (di Dusun I s/d X) 

No Tingkat Pendidikan Jumlah  % 

1 TK 363 1 

2 SD / SEDERAJAT 4359 25 

3 SMP/ SEDERAJAT 3631 22 

4 SMA/ SEDERAJAT 5420 33 
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5 PERGURUAN TINGGI 1336 8 

6 BELUM SEKOLAH 1362 8 

7 TIDAK SEKOLAH 547 3 

TOTAL 17018  100  

      Sumber Data di peroleh dari Pemerintah Desa Bandar Setia) 

 Jumlah tingkat pendidikan masyarakat di atas, merupakan jumlah tingkat 

pendidikan yang ada di Dusun II sampai Dusun X, dengan total penduduk 17.018 

jiwa. 

4.1.4 Struktur Organisasi  Pemerintahan Desa Bandar Setia Deli Serdang 

        Umumnya setiap Instansi yang mempunyai struktur organisasi berbeda-beda 

satu dengan yang lainnya tergantung dari tujuan Instansi tersebut, sumber daya yang 

dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Namun pada hakekatnya 

mempunyai prinsip yang sama agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Struktur 

Organisasi dapat dikatakan sebagai hubungan kerja antara satu bagian dengan bagian 

lainnya agar semua kegiatan Instansi selesai pada waktunya, yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mencapai kepuasan baik terhadap kebijakan Instansi sebagai 

pengelola maupun tenaga kerja sebagai operasionalnya dalam melayani Masyarakat. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Instansi Desa Bandar setia 

 

Kepala Desa 
 

LKMD 
 

BPD 

Sekretarid Desa 

Kaur 

Pemerintahaan 

Kaur 

Umum 

Kaur 

Keuangan 

Kaur 

Pembangunan 

Kasi 

Pelayanan 
Kaur Kesra 

KADUS 2 KADUS 2 KADUS 2 

KADUS 2 

KADUS 2 

KADUS 2 KADUS 2 KADUS 2 

KADUS 2 

KADUS 2 



67 
 

 

 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Desa 

1. Kepala Desa 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa. 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. 

d. Menetapkan PPKD. 

e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. 

f. Menyetujui RAK Desa. 

g. Menyetujui SPP 

2. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) 

a. Memelihara kerukunan hidup warga masyarakat. 

b. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah desa. 

c. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. 

3. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa) 

a. Menggali, menampung, mengelolah dan menyalurkan aspirasi musyawarah 

desa. 

b. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melakukan pemelihan 

kepalah desa. 

c. Memberi persetujuan pemberhentian sementara perangkat desa. 

d. Membuat susunan BPD. 

e. Membahas dan menyepakati rangcangan peraturan desa bersama kepala desa. 
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f. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

g. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. 

4. Sekretarid Desa  

a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa. 

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa. 

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, 

perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa. 

e.  Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD. 

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

5. Kaur Pemerintahaan 

Membantu kepalah desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi 

kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, 

Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. 

6. Kaur Umum 

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha 

dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan 

rapat dan laporan. 
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7. Kaur Pembangunan 

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, 

pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta 

Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. 

8. Kaur Keuangan 

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan 

Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan 

penyusunan APB Desa. 

9. Kasi Pelayanan 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan. 

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. 

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

10. Kaur Kesra (Kesejahteraan Masyarakat ) 

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program 

pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 
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4.1.5 Penyajian Data 

  Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai frekuensi dan persentase dari variabel Akuntansi Sektor Publik, 

Pengawas Internal, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan ke 30 responden, 

dimana responden yang menjawab kuesioner ini adalah para Pegawai Intansi Desa 

Bandar Setia Deli Serdang. Kuesioner berisikan 27 butir pernyataan yang terdiri dari 

7 pernyataan untuk variabel bebas X1 (Akuntansi Sektor Publik), 9 pernyataan untuk 

variabel bebas X2 (Pengawas Internal) dan 11 butir pernyataan untuk variabel terikat 

Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan disediakan 5 alternatif jawaban 

yaitu: 

 Sangat setuju  = 5 

 Setuju    = 4 

 Netral   = 3 

 Tidak Setuju  = 2 

 Sangat Tidak Setuju = 1 

Dalam menjawab permasalahan perlu kiranya diuraikan karakteristik sumber 

datanya, sehingga data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan tersebut 

lebih akurat, untuk maksud tersebut maka penulis akan karakteristik responden 

berdasarkan hasil analisis kuesioner yang ada dilapangan. 
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4.1.6 Deskripsi Karakteristik Responden 

    Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan 

bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin,usia, pendidikan 

terakhir,agama,bidang. 

Tabel 4.4Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki laki 13 43.3 43.3 43.3 

Perempuan 17 56.7 56.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai 

Intansi Desa Bandar Setia yang menjadi responden berdasarkan Jenis Kelamin adalah 

berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 36,7% dari total 

responden. 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-30 Tahun 6 20.0 20.0 20.0 

31-40 Tahun 15 50.0 50.0 70.0 

41-50 Tahun 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai 

Intansi Desa Bandar Setia yang menjadi responden berdasarkan usia adalah 31-40 thn 

yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 50,0 % dari total responden. 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMU/SMK 4 13.3 13.3 13.3 

DIPLOMA 13 43.3 43.3 56.7 

SERJANA 12 40.0 40.0 96.7 

PASCA SERJANA 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi 

Desa Bandar Setia Deli Serdang yang menjadi responden berdasarkan pendidikan 

terakhir adalah Diploma, yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 43,3 % dari total 

responden.  

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Agama 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ISLAM 23 76.7 76.7 76.7 

KRISTEN 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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Pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi 

Desa Bandar Setia Deli Serdang yang menjadi responden berdasarkan agama adalah 

agama Islam, yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 76,7 % dari total responden. 

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Bagian 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
KEPALA DESA 1 6.7 6.7 6.7 

KEPALA URUSAN 

KEUANGAN 
2 6.7 6.7 13.3 

KEPALA URUSAN 

PEMERINTAHAN 
4 13.3 13.3 26.7 

KEPALA SEKSI 

PELAYANAN 
4 13.3 13.3 40.0 

KEPALA URUSAN UMUM 4 10.0 10.0 50.0 

KEPALA URUSAN KESRA 5 16.7 16.7 66.7 

SEKRETARID DESA 3 10.0 10.0 76.7 

KAUR PEMBANGUNAN 3 10.0 10.0 86.7 

BPD 4 13.3 13.3 100.0 

Total     30 100.0 100.0  

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Pada tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi 

Desa Bandar Setia Deli Serdang yang menjadi responden berdasarkan Bagian adalah 

Kepala Urusan Kesra , yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 16,7% dari total 

responden. 
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4.1.7 Deskripsi Karakteristik Variabel Penelitian  

    Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas yaitu Akuntansi Sektor Publik 

dan Pengawas Internal dengan 1 (satu) variabel terikat yaitu Akuntabilitas kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan  X1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 12 40.0 40.0 40.0 

Netral 1 3.3 3.3 43.3 

Setuju 14 46.7 46.7 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Dari tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 12 orang (40,0%), netral 1 orang (3,3%), setuju 14 orang (46,7%), sangat 

setuju sebanyak 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah 

yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan 

responden setuju bahwa Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya 

pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan 

hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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Tabel 4.10 Responden Berdasarkan  X1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 12 40.0 40.0 40.0 

Setuju 17 56.7 56.7 96.7 

Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 12 orang (40,0%), setuju 17 orang (56,7%), sangat setuju 1 orang (3,3%), 

dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 17 

orang (56,7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Laporan keuangan 

merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu 

kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas. 

Tabel 4.11 Responden Berdasarkan  X1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 9 30.0 30.0 33.3 

Netral 1 3.3 3.3 36.7 

Setuju 13 43.3 43.3 80.0 

Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 9 orang (30,0%), Netral 1 orang (3,3%), setuju 

13 orang (43,3%), sangat setuju 6 orang (20,0%), dari jawaban responden paling 



76 
 

dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43,3%). Jadi dapat 

disimpulkan responden setuju bahwa Informasi dalam laporan keuangan mempunyai 

karakteristik relevan, handal,  dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang 

berkepentingan. 

Tabel 4.12 Responden Berdasarkan  X1.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 10 33.3 33.3 36.7 

Netral 2 6.7 6.7 43.3 

Setuju 13 43.3 43.3 86.7 

Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 10 orang (33,3%), Netral 2 orang (6,7%), setuju 

13 orang (43,3%), sangat setuju 4 orang (13,3%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43,3%). Jadi dapat 

disimpulkan responden setuju bahwa Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami 

dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. 
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Tabel 4.13 Responden Berdasarkan  X1.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 19 63.3 63.3 66.7 

Netral 2 6.7 6.7 73.3 

Setuju 7 23.3 23.3 96.7 

Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 9 orang (63,3%), Netral 2 orang (6,7%), setuju 

7 orang (23,3%), sangat setuju 1 orang (3,3%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang (63,3%). Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Setiap laporan keuangan tetap memiliki 

kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya. 

Tabel 4.14 Responden Berdasarkan  X1.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 11 36.7 36.7 40.0 

Setuju 16 53.3 53.3 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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 Dari tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 11 orang (36,7%), setuju 16 orang (53,3%), 

sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan  setuju sebanyak 16 orang (53,3%). Jadi dapat disimpulkan responden 

setuju bahwa Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada 

pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan 

keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, 

serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas 

dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan. 

Tabel 4.15 Responden Berdasarkan  X1.7 

    

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 12 40.0 40.0 43.3 

Netral 3 10.0 10.0 53.3 

Setuju 11 36.7 36.7 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

           SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

  Dari tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 12 orang (40,0%), netral  3 orang (10,0%),  

setuju 11 orang (36,7%), sangat setuju 3 orang (10.0%) dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan  tidak setuju sebanyak 12 orang (40,0%). Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Informasi yang dihasilkan laporan 

keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi 
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pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai 

bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan 

manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. 

Tabel 4.16 Responden Berdasarkan  X2.1 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Setuju 15 50.0 50.0 50.0 

Setuju 12 40.0 40.0 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 15 orang (50,0%), setuju 12 orang (40,0%), sangat setuju 3 orang (10,0%) 

dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 15 orang (50,0%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa 

Terdapat struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang 

dan tanggung jawab. 

     SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Tabel 4.17 Responden Berdasarkan X2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 11 36.7 36.7 36.7 

Netral 3 10.0 10.0 46.7 

Setuju 14 46.7 46.7 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
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 Dari Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 11 orang (36,7%), netral 3 orang (10,0%), setuju 14 orang (46,7%), sangat 

setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan   setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden  

setuju bahwa Terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, 

pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai. 

Tabel 4.18 Responden Berdasarkan  X2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 13 43.3 43.3 43.3 

Netral 1 3.3 3.3 46.7 

Setuju 14 46.7 46.7 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

           SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 13 orang (43,3%), netral 1 orang (3,3%), setuju 14 orang (46,7%), sangat 

setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan   setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden  

setuju bahwa Terdapat sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap peraturan-

peraturan yang ada. 
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Tabel 4.19 Responden Berdasarkan  X2.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 

Tidak Setuju 11 36.7 36.7 46.7 

Netral 1 3.3 3.3 50.0 

Setuju 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

          SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 11 orang (36,7%), netral 1 orang (3,3%) , 

setuju 15 orang (50,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan   setuju sebanyak 15 orang (50,0%). Jadi dapat disimpulkan responden  

setuju bahwa Terdapat alur (flow chart) yang jelas untuk masing-masing jenis 

pekerjaan. 

Tabel 4.20 Responden Berdasarkan  Tabel 4.15 Responden Berdasarkan  X2.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 10 33.3 33.3 33.3 

Setuju 18 60.0 60.0 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

           SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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 Dari Tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 10 orang (33,3%),  setuju 18 orang (60,0%) , sangat setuju 2 orang (6,7%), 

dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan   setuju sebanyak 

18 orang (60,0%). Jadi dapat disimpulkan responden  setuju bahwa  Terdapat 

panduan/pedoman/SOP yang jelas untuk semua jenis pekerjaan. 

Tabel 4.21 Responden Berdasarkan  X2.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 12 40.0 40.0 43.3 

Netral 3 10.0 10.0 53.3 

Setuju 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

        Dari Tabel 4.21 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%),  tidak setuju 12 orang (40,0%) , netral 3 orang (10,0%), 

setuju 14 orang (46,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan   setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden  

tsetuju bahwa Menggunakan prosedur analitis dalam perencanaan dan review audit. 
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Tabel 4.22 Responden Berdasarkan  X2.7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 11 36.7 36.7 43.3 

Netral 2 6.7 6.7 50.0 

Setuju 14 46.7 46.7 96.7 

Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

         SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

       Dari Tabel 4.22 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang (6,7%),  tidak setuju 11 orang (36,7%) , netral 2 orang (6,7%), setuju 

14 orang (46,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan   

setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden  setuju bahwa 

Menggunakan pertimbangan Sistem Pengendalian Internal dalam audit Laporan 

Keuangan. 

Tabel 4.23 Responden Berdasarkan  X2.8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 10 33.3 33.3 40.0 

Netral 3 10.0 10.0 50.0 

Setuju 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 Dari Tabel 4.23 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang (6,7%),  tidak setuju 10 orang (33,3%) , netral 3 orang (10,0%), 
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setuju 15 orang (50,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan   setuju sebanyak 15 orang (50,0%). Jadi dapat disimpulkan responden  

setuju bahwa Terdapat kebijakan yang dipakai untuk memutuskan tindakan yang 

sesuai sebagai jawaban/tindak lanjut dalam menanggapi observasi dan saran yang 

telah dilaporkan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal). 

Tabel 4.24 Responden Berdasarkan  X2.9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 

Tidak Setuju 14 46.7 46.7 56.7 

Setuju 10 33.3 33.3 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.24 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 orang (10,0%),  tidak setuju 14 orang (46,7%) , setuju  10 orang (33,3%), 

sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan 

responden tidak setuju bahwa Terdapat prosedur yang mengatur secara jelas 

mengenai penggunaan formulir atau dokumen pengelolaan keuangan. 
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Tabel 4.25 Responden Berdasarkan  Y1 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 9 30.0 30.0 30.0 

Setuju 18 60.0 60.0 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

   Dari Tabel 4.25 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 9 orang (30,0%),   setuju 18 orang (60,0%) , sangat setuju 3 orang (10,0%), 

dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju 18 orang 

(60,0%)  Jadi dapat disimpulkan responden  setuju bahwa Visi dan misi program perlu 

ditetapkan sesuai rencana strategi organisasi. 

Tabel 4.26 Responden Berdasarkan  Y2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 14 46.7 46.7 46.7 

Netral 7 23.3 23.3 70.0 

Setuju 7 23.3 23.3 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

  Dari Tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 14 orang (46,7%), netral 7 orang (23,3%) ,  setuju 7 orang (23,3%), sangat 

setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang 
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menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%)  Jadi dapat disimpulkan responden tidak  

setuju bahwa Membuat perencanaan strategis (renstra). 

Tabel 4.27 Responden Berdasarkan  Y3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 14 46.7 46.7 46.7 

Setuju 14 46.7 46.7 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

    SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

  Dari Tabel 4.27 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan  tidak setuju 

sebanyak 14 orang (46,7%), setuju 14 orang (46,7%) ,  sangat setuju 2 orang (6,7%) 

dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 14 

orang (46,7%) dan setuju 14 orang (46,7%) , Jadi dapat disimpulkan responden tidak  

setuju dan setuju bahwa Mengembangkan berbagai indikator kinerja suatu 

program/kegiatan/proyek. 

Tabel 4.28 Responden Berdasarkan  Y4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 14 46.7 46.7 53.3 

Setuju 11 36.7 36.7 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

     SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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  Dari Tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang (6,7%), tidak setuju 14 orang (46,7%) ,  setuju 11  orang (36,7%), 

sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang 

menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak  

setuju bahwa Pimpinan selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai 

hasil suatu program/kegiatan/proyek. 

Tabel 4.29 Responden Berdasarkan  Y5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 7 23.3 23.3 23.3 

Tidak Setuju 8 26.7 26.7 50.0 

Netral 2 6.7 6.7 56.7 

Setuju 11 36.7 36.7 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.29 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 7 orang (23,3%), tidak setuju 8 orang (26,7%) ,  netral 2  orang (6,7%),  

setuju 11 orang (36,7%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan  setuju 11 orang (36,7%), Jadi dapat disimpulkan 

responden  setuju bahwa Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) 

hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan. 
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Tabel 4.30 Responden Berdasarkan  Y6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 13 43.3 43.3 46.7 

Netral 2 6.7 6.7 53.3 

Setuju 12 40.0 40.0 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 13 orang (43,3%) ,  netral 2  orang (6,7%),  

setuju 12 orang (40,0%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 13 orang (43,3%), Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama 

- sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan. 

Tabel 4.31 Responden Berdasarkan  Y7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 53.3 

Netral 1 3.3 3.3 56.7 

Setuju 11 36.7 36.7 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Dari Tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 15 orang (50,0%) , netral 1 orang (3,3%),  setuju 
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11 orang (36,7%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 15 orang (50,0%), Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pimpinan selalu mengalokasikan sumber 

daya yang ada seperti dana, sumber daya manusia, dan waktu untuk digunakan dalam 

pengukuran kinerja. 

Tabel 4.32 Responden Berdasarkan  Y8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 14 46.7 46.7 53.3 

Netral 1 3.3 3.3 56.7 

Setuju 10 33.3 33.3 90.0 

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.32 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang (6,7%), tidak setuju 14 orang (46,7%) , netral 1 orang (3,3%),  setuju 

10 orang (33,3%), sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%), Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pegawai selalu menerima pengakuan 

positif atau perannya dalam pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Tabel 4.33 Responden Berdasarkan  Y9 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 60.0 

Netral 1 3.3 3.3 63.3 

Setuju 9 30.0 30.0 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

     SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.33 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 15 orang (50,0%) , netral 1 orang (3,3%),  

setuju 9 orang (30,0%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling 

dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 15 orang (50,0%), Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Menghubungkan antara pencapaian 

kinerja suatu program/kegiatan/proyek dengan tujuan strategis organisasi. 

Tabel 4.34 Responden Berdasarkan  Y10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak setuju 5 16.7 16.7 16.7 

Tidak Setuju 16 53.3 53.3 70.0 

Netral 1 3.3 3.3 73.3 

Setuju 6 20.0 20.0 93.3 

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.34 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 5 orang (16,7%), tidak setuju 16 orang (53,3%) , netral 1 orang (3,3%),  

setuju 6 orang (20,0%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling 
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dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 16 orang (53,3%), Jadi dapat 

disimpulkan responden tidak setuju bahwa Kurangnya intensif berupa imbalan atau 

pengakuan positif, tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi. 

Tabel 4.35 Responden Berdasarkan  Y11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
Sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 

Tidak Setuju 16 53.3 53.3 63.3 

Setuju 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

     SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.35 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 16 orang (53,3%) , setuju 6 orang (20,0%), 

dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 16 

orang (53,3%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

4.1.8 Pengujian dan Analisis Data 

4.1.8.1 Uji Validitas 

     Validitas menurut Sugiyono (2016) bertujuan mengukur apakah data yang telah 

didapat setelah penelitian mrupakan data yang valid dengan alat ukur yang telah 

disediakan (kuesioner). Valid artinya data yang diperoleh melalui kuesioner dapat 

menjawab tujuan penelitian berdasarkan jumlah n (sampel/responden). Pada derajat 
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kebebasannya rtabel (df = n – k) harus lebih dari (>) 0,30. Pengujian validitas dengan 

menggunakan program SPSS. 

 Tabel 4.36 Uji Validitas Akuntansi Sektor Publik Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 18.93 23.306 .562 .809 

X1.2 18.97 23.620 .581 .806 

X1.3 18.73 21.375 .681 .788 

X1.4 18.90 22.369 .612 .800 

X1.5 19.60 25.421 .410 .830 

X1.6 18.97 22.723 .607 .801 

X1.7 19.10 22.921 .572 .807 
      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.36 diatas hasil output SPSS diketahui nilai Validitas terdapat pada 

kolom Corrected Item- Total Correlation yang artinya nilai korelasi antar skor setiap 

butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 

(tujuh) butir pernyataan pada variabel Akuntansi Sektor Publik semuanya valid 

pernyataan X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 dapat dinyatakan valid karena CITC 

> 0,3. 

Tabel 4.37 Uji Validitas Pengawas Internal Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 24.67 41.402 .719 .874 

X2.2 24.53 43.292 .661 .879 

X2.3 24.60 40.041 .889 .861 

X2.4 24.83 44.351 .511 .892 

X2.5 24.37 42.033 .767 .871 

X2.6 24.77 42.875 .715 .876 

X2.7 24.73 43.444 .585 .885 
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X2.8 24.73 44.133 .576 .886 

X2.9 24.90 43.472 .493 .895 
         SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.37 diatas hasil output SPSS diketahui nilai Validitas terdapat pada 

kolom Corrected Item- Total Correlation yang artinya nilai korelasi antar skor setiap 

butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 9 

(Sembilan) butir pernyataan pada variabel Pengawas Internal semuanya valid 

pernyataan X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 dapat dinyatakan valid 

karena CITC > 0,3. 

Tabel 4.38 Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) 

 Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 28.50 52.397 .496 .819 

Y2 29.10 55.403 .309 .833 

Y3 28.87 51.844 .496 .819 

Y4 29.03 48.861 .606 .808 

Y5 29.23 48.875 .540 .815 

Y6 28.97 47.895 .755 .796 

Y7 29.07 51.926 .470 .821 

Y8 29.07 50.202 .531 .816 

Y9 29.27 48.409 .665 .803 

Y10 29.53 54.120 .308 .835 

Y11 29.37 53.620 .382 .828 
 SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Dari Tabel 4.38 diatas hasil output SPSS diketahui nilai Validitas terdapat pada 

kolom Corrected Item- Total Correlation yang artinya nilai korelasi antar skor setiap 

butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 9 

(Sembilan) butir pernyataan pada variabel Pengawas Internal semuanya valid 
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pernyataan Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 dapat dinyatakan valid karena 

CITC > 0,3. 

4.1.8.2 Uji Realiabilitas 

      Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan 

menunjukkan konsisensi didalam mengukur gejala yang sama. Menurut (Situmorang 

dan Lutfi,2012) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setelah pernyataan dikatakan valid dalam 

uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika ralpha > r tabel maka pernyataan dikatakan reliabel, jika ralpha < rtabel maka pernyataan 

dinyatakan tidak reliabel. Pengujian dilakukan dngan software SPSS. Suatu konstruk 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.  

Tabel 4.39 Uji Reliabilitas Variabel Akuntansi Sektor Publik (Reliability 

Statistics X1) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.830 7 
  SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.39 diatas, hasil output SPSS diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,830 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah 

disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 (tujuh) butir pernyataan pada variabel 

Akuntansi Sektor Publik adalah reliabel.  

Tabel 4.40  Uji Reliabilitas Variabel Pengawas Internal (Reliability 

Statistics X2 

Cronbach's Alpha N of Items 

.892 9 
   SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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Dari Tabel 4.40 diatas, hasil output SPSS diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,892 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah 

disajikan kepada responden yang terdiri dari 9 (sembilan) butir pernyataan pada 

variabel Pengawas Internal adalah reliabel.  

Tabel 4.41 Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Reliability Statistics Y) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 11 
 SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Dari Tabel 4.41 diatas, hasil output SPSS diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,832 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah 

disajikan kepada responden yang terdiri dari 11 (sebelas) butir pernyataan pada 

variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah reliabel. 

4.1.9 Analisis Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum dan minimum. Analisis 

statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat 

berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel Akuntansi Sektor Publik, 

Pengawas Internal, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Tabel 4.42 Statistik Deskriptif Akuntansi Sektor Publik (X1) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

X1.1 30 2 5 3.27 1.112 

X1.2 30 2 5 3.23 1.040 

X1.3 30 1 5 3.47 1.224 

X1.4 30 1 5 3.30 1.179 

X1.5 30 1 5 2.60 1.003 

X1.6 30 1 5 3.23 1.135 

X1.7 30 1 5 3.10 1.155 

Valid N 

(listwise) 

30     

  SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Pada Tabel 4.42 diatas pada variabel Akuntansi Sektor publik (X1) rata-rata 

jawaban pegawai dari setiap item pernyataan memiliki jawaban setuju dengan rentang 

minimum 1 dan maksimum 5. Jawaban yang paling tinggi didominasi pada X1.3 

dengan pernyataan Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik 

relevan, handal,  dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang 

berkepentingan, sedangkan jawaban paling rendah adalah pada X1.5 dengan 

pernyataan Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik 

relevansinya maupun keandalannya. 

Tabel 4.43 Statistik Deskriptif Pengawas Internal (X2) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

X2.1 30 2 5 3.10 1.155 

X2.2 30 2 5 3.23 1.040 

X2.3 30 2 5 3.17 1.085 

X2.4 30 1 4 2.93 1.143 

X2.5 30 2 5 3.40 1.037 
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X2.6 30 1 4 3.00 1.017 

X2.7 30 1 5 3.03 1.129 

X2.8 30 1 4 3.03 1.066 

X2.9 30 1 5 2.87 1.279 

Valid N (listwise) 30     

  SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

Pada Tabel 4.43 diatas pada variabel Pengawas Internal (X2) rata-rata jawaban 

Pegawai dari setiap item pernyataan memiliki jawaban setuju dengan rentang 

minimum 2 dan maksimum 5. Jawaban yang paling tinggi didominasi pada X2.5 

dengan pernyataan Terdapat panduan/pedoman/SOP yang jelas untuk semua jenis 

pekerjaan, sedangkan jawaban paling rendah adalah pada X2.9 dengan pernyataan 

Terdapat prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau 

dokumen pengelolaan keuangan. 

Tabel 4.44 Statistik Deskriptif Akuntabilitas Kinerja Instansi  (Y) Descriptive 

Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Y1 30 2 5 3.50 1.042 

Y2 30 2 5 2.90 .995 

Y3 30 2 5 3.13 1.106 

Y4 30 1 5 2.97 1.245 

Y5 30 1 5 2.77 1.357 

Y6 30 1 5 3.03 1.129 

Y7 30 1 5 2.93 1.143 

Y8 30 1 5 2.93 1.230 

Y9 30 1 5 2.73 1.202 

Y10 30 1 5 2.47 1.196 

Y11 30 1 4 2.63 1.098 

Valid N (listwise) 30     

   SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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Pada Tabel 4.44 diatas pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi  (Y) rata-rata 

jawaban konsumen dari setiap item pernyataan memiliki jawaban setuju dengan 

rentang minimum 2 dan maksimum 5. Jawaban yang paling tinggi didominasi pada 

Y1 dengan pernyataan Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategi 

organisasi, sedangkan jawaban paling rendah adalah pada Y10 dengan pernyataan 

Kurangnya intensif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat 

berbagai keputusan di organisasi. 

4.1.10 Teknik Analisa Data  

4.1.10.1 Uji normalitas  

           bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal 

atau diambil dari populasi normaL. Salah satu cara untuk melihat  normalitas adalah 

secara visual yaitu melalui normal P-P Plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih 

berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar 

normal. Jika nilai sig lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar 

normal, dan jika nilai dig lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual 

menyebar tidak normal (Agus dan Prawoto, 2016). 
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Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas 

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

          Berdasarkan Gambar 4.2 dapat disimpulkan hasil pengujian normalitas data 

diketahui bahwa data telah berdistribusi normal, dimana gambar histogram terlihat 

garis melengkung membentuk lengkung simetris sehingga pengambilan keputusan uji 

normalitas menerima Ha dan menolak Ho. Artinya data pada penelitian ini 

berdistribusi secara normal. 
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Gambar 4.3 Plot Uji Normalitas 

                                        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

            Berdasarkan Gambar 4.2 diatas,terlihat pada pengujian P-P Plot terlihat titik-

titik menyebar mendekati garis diagonal pada P-P Plot, sehingga pengambilan 

keputusan uji normalitas menerima Ha dan menolak Ho, artinya data pada penelitian 

ini berdistribusi secara normal. 

            Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogrov Smirnov ( 1 Sampel 

KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika 

nilai Asym.sig (2-tailed) > taraf nyata    (a = 0,05) maka data residual berdistribusi 

normal. 
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Tabel 4.45 Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 

  Unstandardized Residual 

N 30 

Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation 4.74816239 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .168 

Positive .081 

Negative -.168 

Kolmogorov-Smirnov Z .920 

Asymp. Sig. (2-tailed) .366 
      a..Test distribution is Normal. 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

          Pada Tabel 4.45 diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, 

besar nilai signifikan Kolmogrov Smirnov sebesar 0,64 maka dapat disimpulkan data 

terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 (P= 0,64 

> 0,05). 

4.1.10.2 Uji Multikolinearitas  

             Multikolineritas adalah adanya hubungan antara variabel bebas (X) dalam 

model regresi berganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model 

regresi berganda memiliki korelasi sempurna makan variabel-variabel tersebut 

berkolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai varians inflation factors 

(VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen, dan jika VIF >10 maka terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen (Agus dan Prawoto, 2016). 
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Tabel 4.46 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 AKUNTANSI SEKTOR 

PUBLIK 

.446 2.242 

PENGAWAS 

INTERNAL 

.446 2.242 

         a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

         SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

            Berdasarkan Tabel 4.46 diatas dapat dilihat bahwa angka Variance Inflation 

Factor (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah Akuntansi Sektor Publik 2,242 < 

10 dan Pengawas Internal  2,242, serta nilai Tolerance  Akuntansi Sektor Publik  

0,446> 0,10 dan Pengawas Internal  0,446 > 0,10 artinya data pada penelitian ini tidak 

terjadi Multikolinearitas. 

4.1.10.3 Uji Heteroskedastisitas 

              Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. 

                          

Gambar 4.4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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           Berdasarkan Gambar 4.3 diatas,gambar Scatterplot menunjukkan bahwa titik-

titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend 

garis tertentu. Gambar diatas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada disekitar titik 

nol.Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.1.11 Analisis Regresi Linear Berganda 

         Regresi Linear Berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat 

dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas.  

                 Rumus analisis regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1+b2X2+e 

Tabel 4.47 Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 t Sig. 

B Std. Error Beta 
 

1 (Constant) 5.487 4.142   1.325 .196 

TOTALX1 .811 .229 .574  3.540 .001 

TOTALX2 .302 .179 .274  1.689 .103 

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.47 tersebut diperoleh regresi linear berganda sebagai 

berikut Y = 5,487+ 0,811X1 + 0,302 X2 
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 Interprestasi dari persamaan linear berganda adalah : 

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 5,487. 

2. Jika terjadi peningkatan Akuntansi Sektor Publik 1, maka Akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,811. 

3. Jika terjadi peningkatan Pengawas Internal sebesar 1, maka Akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 0,302. 

4.1.12  Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit) 

4.1.12.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Uji F (Uji Simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah 

dengan melihat level of significant (0,05). Adapun kriteria penerimaan / 

penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

1. Tolak H0 jika nilai probabilitas yang dihitung < probalitas yang diterapkan 

sebesar 0,05 (sig < α 0,05) 

2. Terima H0 jika nilai probalitas yang dihitung > probalitas yang ditetapkan 

sebesar 0,05 (sig > α 0,05). 

Tabel 4.48 Uji Simultan ANOVAb 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 1095.202 2 547.601 21.976 .000a 

Residual 672.798 27 24.918   

Total 1768.000 29    

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1   

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

       SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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          Berdasarkan Tabel 4.48 diatas dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 21,976 

sedangkan Ftabel sebesar 3,34 yang dilihat pada α = 0,05 (lihat tampilan tabel F). 

Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka model 

regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Akuntansi Sektor Publik dan 

Pengawas Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

4.1.12.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

          Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. 

Nilai-nilai koefisien regresi dalam persamaan regresi merupakan hasil perhitungan 

berdasarkan sampel yang terpilih. Variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap 

variabel terikat bisa dilihat dari probabilitas variabel bebas dibandingkan dengan 

tingkat kesalahannya (α). Jika probabilitas variabel bebas lebih besar dari tingkat 

kesalahannya (α) maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

1. Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Tabel 4.49 Uji Parsial Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.487 4.142  1.325 .196 

TOTALX1 .811 .229 .574 3.540 .001 

TOTALX2 .302 .179 .274 1.689 .103 

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
 

        SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 
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          Pada Tabel 4.49 Coefficient terlihat variabel Akuntansi Sektor Publik memiliki 

nilai thitung sebesar 3,540 dan signifikan 0,001, sedangkan variabel Pengawas Internal 

memiliki nilai thitung sebesar 1,689 dan signifikan 0,103. Nilai Ttabel untuk n = 30 dan 

df= 28 adalah 2,048. 

Hal ini menunjukkan bahwa : 

1. Variabel Akuntansi Sektor Publik Nilai thitung (3,540) > ttabel (2,048) artinya 

menolak Ho dan menerima Ha, kesimpulannya variabel Akuntansi Sektor Publik 

(X1)  berpengaruh. 

2. Variabel Pengawas Internal  Nilai thitung (1,689) < ttabel (2,048) artinya menolak Ha 

dan menerima Ho, kesimpulannya variabel Pengawas Internal (X2) tidak 

berpengaruh. 

Untuk taraf signifikansi : 

1. Variabel Akuntansi Sektor Publik memiliki signifikansi 0,001 < 0,05, 

artinya variabel Akuntansi Sektor Publik berpengaruh dan signifikan 

terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.. 

2. Variabel Pengawas Internal memiliki signifikansi 0,103 > 0,05, artinya 

variabel Pengawas Internal tidak berpengaruh dan tidak signifikansi 

terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.. 

 

Y= 5,487 + 0,811X1 – 0,302X2 (Unstandarizes) 

Y= 0,574X1- 0,2747X2              (Standarized) 
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4.1.12.3 Koefisien Determinasi 

         Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi Variabel akuntansi sektor publik dan pengawas internal  terhadap  variabel 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika koefisien determinasi (R2) semakin 

besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y 

dimana 0 < 1. Sebaliknya, jika semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat 

dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal 

ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel 

bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Untuk memastikan tipe hubungan antar 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.50 Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .787a .619 .591 4.992 

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1 

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

      SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0 

           Pada Tabel 4.41 Model Summary nilai  R Square sebesar 0,619/ 61,9% dipilih 

karena tidak ditemukan permasalahan . Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Intenal cukup mampu menjelaskan variabel 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 61,9% sedangkan sebesar 38,1% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. Error model 

pada persamaan regresi sebesar 4,992 artinya jika dimasukkan dalam model. 
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4.2 Pembahasan Dan Hasil Peneltian  

4.2.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia 

         Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa thitung 3,540 > ttabel 2,048 dan 

signifikan 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang menyatakan 

Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi 

Pemerintah. 

           Menurut pemikiran Nordiawan (2010) akuntansi sektor publik adalah Proses 

pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari 

suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai 

laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. 

          Dari hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh Akuntansi sektor publik secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Pada Desa Bandar Setia telah terlaksana dan selanjutnya hasil 

penelitian ini juga telah menyelesaikan / menjawab permasalahan yang ada di 

identifikasi masalah point No.1 dan 3 yaitu Konsep akuntabilitas sektor publik belum 

mampu diterapkan secara konsisten, hal ini disebabkan kurangnya ketaatan dan 

kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan desa yang sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, dan Masih terdapat kelemahan dalam 
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pengelolaan keuangan desa, yaitu masih terbatasnya jumlah personel pemerintah desa 

yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. 

4.2.2 Pengaruh Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Desa Bandar Setia 

         Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa thitung 1,689 < ttabel 2,048 dan 

signifikan 0,103 > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, yang menyatakan 

Pengawas Internal tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi 

Pemerintah. 

        Menurut Swayer (2010), pengendalian internal adalah jenis pengawasan yang 

mencakup rencana organisasi dan semua metode dan koordinasi yang digunakan di 

perusahaan atau instansi  untuk memastikan keamanan aset, memeriksa keakuratan 

dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong 

kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kebijakan manajemen. Dari hasil 

penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pengawas 

Internal  secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Desa 

Bandar Setia  telah terlaksana dan selanjutnya hasil penelitian ini juga telah 

menyelesaikan / menjawab permasalahan yang ada di identifikasi masalah point No.2 

yaitu, Masih terdapat kelemahan dan ketidak mampuan pihak pengendalian internal 

dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang 

diberikannya 
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4.2.3 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Sektor Publik Pengawas 

Internal Pada Desa Bandar Setia  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, hal ini terlihat dari analisis regresi linear berganda melalui uji F yang 

bertanda signifikan dengan nilai fhitung sebesar 21,976 sedangkan ftabel sebesar 3,34 

yang dilihat pada α = 0,05 probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 

< 0,05 , maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Akuntansi 

Sektor Publik dan Pengawas Internal secara simultan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa 3 (tiga) hipotesis dalam penelitian ini teruji dan dapat diterima. 

           Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawas 

Keuangan Dan Pembangunan) (LAN & BPKP, 2000) sistem akuntabilitas kinerja 

adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan 

perilaku individu / badan hukum / kewajiban pemimpin organisasi. Pihak yang 

organisasi memiliki hak  untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.. 

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan  semua instansi pemerintah, bagian dan 

lembaga Negara daerah maupun pusat sesuai dengan tugas masing- masing harus 

memahami lingkup Akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi 

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah didapatkan, maka kesimpulannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil Uji Simultan (F) dilihat bahwa Fhitung sebesar 21,976 sedangkan Ftabel 

sebesar 3,34 yang dilihat pada α = 0,05 (lihat tampilan tabel F). Probabilitas 

signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka model regresi dapat 

dikatakan bahwa dalam penelitian ini Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas 

Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

2. Hasil Uji Parsial (t) , Variabel Akuntansi Sektor Publik Nilai thitung (3,546) > ttabel 

(2,048) dengan signifikan 0,001, artinya menolak Ho dan menerima Ha, jadi 

variabel Akuntansi Sektor Publik (X1)  berpengaruh dan Variabel Pengawas 

Internal Nilai thitung (1,689) < ttabel (2,048) dengan signifikan 0,103 artinya 

menolak Ha dan menerima Ho, jadi variabel Pengawas Internal (X2) tidak 

berpengaruh. 

3. Hasil Summary nilai R Square sebesar 0,619 / 61,9% menunjukkan bahwa 

variabel Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal cukup mampu 

menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 61,9% 

sedangkan sebesar 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam 

penelitian  ini. Error model pada persamaan regresi sebesar 4,992. 
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5.2 Saran  

        Adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang, agar lebih meningkatkan 

penerapan atas sistem akuntansi yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan. Pemerintah Desa Bandar Setia juga harus lebih meningkatkan 

efektifitas pengawas internal  agar akuntabilitas kinerja juga akan semakin baik. 

2. Bagi Pegawai Desa Bandar Setia, diharapkan dapat memberikan pelayanan 

kepada peneliti  yang baik agar bisa berkomunika dengan efektif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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